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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat kepada negara yang
kemudian dari pungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah demi
kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber penyumbang
terbesar bagi penerimaan negara (Mochsen et al., 2021)

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan
dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk
bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
dan lembaga negara lainnya, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, termasuk juga dalam pengertian bahwa bendahara adalah berkewajiban
sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama.
Sebagai
pemungut pajak adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah
baik yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, yang melakukan
pembayaran atas pembelian barang. Dan yang merupakan objek pemungutan PPh
pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya berasal dari

belanja negara atau belanja daerah (Mapanawang et al., 2018)



Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan Lembaga Unsur
Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi sebagai perumusan dan
penetapan kebijakan pemerintahan di daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kota Palembang melakukan pembelian barang
yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak
Penghasilan 22 atas pembelian barang tersebut.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Penulis ditempatkan di
bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan data di Sekretariat
Daerah Kota Palembang. Adapun kendala yang pernah terjadi di Sekretariat
Daerah Kota Palembang Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu terjadi telat
penginputan data pembayaran rincian pembelanjaan dikarenakan website SIPD
(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) tidak bisa diakses (error). Kejadian ini
disebabkan karena terlalu banyak yang mengakses website tersebut dalam waktu
yang bersamaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja
praktek dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan dan
penyetoran Pajak Penghasilan 22 khususnya terhadap pembelian barang dalam
pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul ¢’Laporan Kegiatan
Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang Bagian

Perencanaan dan Keuangan”’.



1.2 Tujuan PKL

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah untuk
mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang.
1.3 Manfaat PKL
Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa mampu melakukan penginputan data maupun pengolahan data
serta memahami perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 22
pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
2. Bagi Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech
Menambah Relasi baru antara Sekretariat Daerah Kota Palembang dengan
Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech dan sebagai informasi
tambahan serta referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan di bidang akuntansi.
3. Bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang
Sebagai bahan referensi atau evaluasi bagi Sekretariat Daerah Kota
Palembang pada bagian perencanaan dan keuangan.
14 Tempat PKL
Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sekretariat Daerah Kota
Palembang yang merupakan salah lembaga unsur organisasi pemerintah
daerah yang melaksanakan visi kota Palembang dalam bidang koordinasi

pelaksanaan tugas daerah. Penulis ditempatkan di bagian perencanaan dan



keuangan. Berikut merupakan informasi mengenai instansi tempat Praktik Kerja
Lapangan :

Nama Instansi / Perusahaan : Sekretariat Daerah Kota Palembang

Alamat : JIn. Merdeka No. 1 Palembang 30131
Telepon :(0711) 352695

Fax :(0711) 317172

Email : info@Palembang.go.id.

1.5  Waktu PKL
1.5.1 Tahap Persiapan

Sebelumnya penulis telah mencari dan menentukan perusahaan yang dapat
dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
Kemudian penulis mengajukan surat permohonan kepada kampus untuk
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Biro Administrasi Akademik
dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada salah satu Instansi Pemerintahan
yaitu Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Setelah selesai mengurus surat permohonan yang dibuat oleh Biro
Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) Institut Teknologi dan Bisnis
Palcomtech. Kemudian surat tersebut diberikan langsung kepada pihak instansi
pemerintahan yang dituju yaitu Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berada
di Jalan Merdeka No. 1, Talang Semut. Beberapa hari kemudian pihak tersebut

memberikan konfirmasi beserta surat balasan riset yang menyatakan bahwa


mailto:Palembangdisnav09@gmail.com

penulis diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di

Instansi tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1.5.2 Tahap Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selamal (satu) bulan ,terhitung

tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 7 September 2023. Jadwal Praktik Kerja

Lapangan disesuaikan dengan jadwal aktif kerja pada Sekretariat Daerah Kota

Palembang. Jadwal yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Hari Waktu Keterangan
07.30-12.00
Senin s/d Kamis 12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.00
07.30-11.00
Jumat 11.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.30

Sumber : data diolah, 2023

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan.

Penulis memiliki kewajiban membuat dan memberikan laporan kegiatan kepada

Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech mengenai kegiatan yang dilakukan

selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Penulis mempersiapkan laporan

tersebut mulai bulan September 2023 sampai Januari 2024.

Penulis ditempatkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terbagi

menjadi 2 (dua) Sub Bagian yaitu SubBag Perencanaan dan SubBag Keuangan.




Dimana pada SubBag Perencanaan penulis diberikan tugas untuk mendata dan
menyusun Surat Perintah Membayar Langsung dan menyusun perencanaan surat
pejalanan dinas dalam negeri. Sedangkan pada SubBag Keuangan Penulis
mempelajari tentang perhitungan dan pembayaran pajak yaitu PPh 21, PPh 22,
PPh 23, yang belaku pada Sekertariat Daerah Kota Palembang. Penulis juga
mengumpulkan data pendukung untuk dasar pembuatan Laporan Praktik Kerja
Lapangan.
1.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Metode Observasi

Menurut (Ichsan, 2020) menyatakan bahwa observasi merupakan teknik

yang sangat lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, penelitian berbasis teknik
observasi dalam kancah penelitian dunia telah lama didominasi oleh observasi
dengan mengandalkan indra penglihatan (visual) sebagai alat superior dibanding
indra pendengaran (auditif) yang sampai saat ini masih inferior dan minim
dilakukan. Hal ini dapat kita temukan pada catatan lapangan sangat bergantung
dengan apa yang kita lihat secara visual, baik oleh mata peneliti maupun mata
kamera sebagai alat bantu dalam mengobservasi.

Dengan adanya metode ini penulis dapat melakukan pengamatan secara
langsung mengenai cara perhitungan dan jenis pajak yang berlaku pada

Sekertariat Daerah Kota Palembang.



1.6.2 Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara juga bisa membantu peneliti
dalam mengumpulkan data yang beragam dari responden di berbagai situasi dan
konteks. Meskipun demikian, wawancara harus dilaksanakan dengan hati-hati
dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka
langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara yang baik,
partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga

peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan peneliti kepada partisipan. (Yusra, 2021)

Dengan adanya metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung
bersama Bapak Zulhajri selaku pegawai bagian keuangan pada Sekertariat Daerah
Kota Palembang dengan maksud untuk mengetahui tentang sistem pembayaran
dan perhitungan pajak yang berlaku di instansi tersebut.

1.6.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan dokumen yang sumber datanya
digunakan untuk melengkapi sebuah penelitian, baik secara tertulis, film, gambar
(foto), yang semuanya itu memberikan informasi penting bagi proses penelitian.
(Nilamsari, 2014)

Dengan adanya metode ini penulis bertujuan untuk mendapatkan data-data
pendukung dalam pembuatan laporan ini dalam bentuk gambar. Dokumentasi

yang didapatkan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan seperti foto



bukti kuitansi pembayaran pembelian barang ATK dan foto kegiatan yang diikuti
penulis

selama masa praktik kerja lapangan di instansi tersebut.

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profil dan Sejarah

Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan lembaga unsur SKPD
Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang. Sekretariat
Daerah Kota Palembang terletak di Jalan Merdeka No 1 Bukit Kecil, Palembang,
Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah Kota Palembang mempunyai tugas
membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasi administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.
Sekretariat Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang dan Staf Ahli Walikota dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota.



2.2 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Palembang

Visi
Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai Visi dalam rangka

mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

2023 yaitu “Sumatera Selatan Maju untuk Semua”.



Misi
Adapun Misi dari Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas).
2. Memantapkan stabilitas daerah (stabilitas).
3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (ekuitabilitas).
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan

bencana (sustainabilitas).

2.3 Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Sekertariat Daerah

Kota Palembang sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA WALIKOTA
PALEMBANG DAN STAF AHLI WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
- t ~
STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI
OMIAN, I BIDANG KEUANGAN,
SENRETARIS. DAERAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN DAERAH,
KEMASAYARAKATAN INVESTASI HUKUAY DAN HAM
\ )
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN AR kN
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN
I I —
[ [ I 1 [ I I 1 [ —_— I 1
BAGIAN BAGIAN
KELGHIPOK BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
JABATAN TATA KESE JAHTERA- Eackl e perenououn | | AMnisTRAst | | PREAMAN | | suner pava e oncaaas ||| TIOTOKOLDAN | | peReNcaNAAN
FUNGSIONAL PENERINTAHAN | | ANRAKYAT PEMBANGUNAN | | SATARS LA ! || DAN KEUANGAN
TERTENTU :
TTTTTTTT — — — — — — — —] — — (— J—
LITTTITT SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PEMBINAAN SUB BAGLAN .
SUB BAGIAM ! TATAUSAHA SUE BAGIAN
UG BACIN SUB BAGIAN SUB BAGIAN FASILITASI BADANUSAHA| | | g5 pacian FEMGELOLA AlAM Hempinan onn|| | | KeELEMBAGA- SUB BAGIAN
H [—EINAMENTAL | [ PERUNDANG. | | KERJASAMA |- |MEE DAERAH S | FEATAMIAN, H anpan || 1] SuBBAciaN .
DAN BADAN PENGADARN | [ KEHUTANAN, PROTOKOL
SPIRITUAL UNCANGAN DALAW PROGRAN | ANALISIS I
N oo LAYANAN BARANG AN KELAUTAN Moums
B Jasn AN
DAERAH PERIKANAN
- PERLENGKAP
508 BAGIAN SuBBAGIAN | | | SUB BAGIAN . SUB BAGIAN
5 SUB BAGIAN PENGENDALL PENGELOLA- .
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGUAN it ey suaaamn | | | FNEECEY ALAW | | peLavanan SUB BAGIAN o S
[ BANTUAN | ) g in sama [ bisriust = 17 PencaDaan PUBLIKDAN | | = KOMUMIKASI | 1 g\ angan
keviLavaran| | | -an sosiAL UKL b oaRieus.| | [ANPROGRAN oy AN DAN TATA PINPINAN
LINGKUNGAN LAKSANA
N ELEKTRONIK iy SUB BAGIAN
H  rumas
TANGGA
SUB BAGIAN :ii:;‘m
i SUB BAGIAN SUB BAGIAN e pebichie SUR BAGIAN DAN SUB BAGIAN g o || | sus eacian e AR
Y~ oronom | A — | EVALUASI = —EVALUASIDAN| "= ADVOKAS! | 4 SUB BAGUN || T 1 eE
DAERAH AN Dy KERJA SANA PELAPORAN | | PENGADAAN | | AUAMENERGI FeECRIAN PIAFINAN PELAPORAN
MASYARAKAT INFORMASI EKONOMI BARANG DAN DAN AIR | TATAUSAHA BIROKRASI
WIKRO KEGIL SRR STAF AHL|

Sumber : Pemerintahan Kota Palembang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang
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2.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota Palembang serta

tugas pokok dan fungsi pada bagian peencanaan dan keuangan sebagai berikut :

2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang
Tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Palembang yaitu membantu Walikota
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Adapun fungsi dari Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah kota.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi
daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
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Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki

fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum

yang berkaitan dengan tugasnya.

2.5 Lambang Instansi

EERE 2

Sumber: Pemerintahan Kota Palembang

Gambar 2.2 Lambang Sekretariat Daerah Kota Palembang



BAB III

HASIL DAN PENCAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1  Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Praktik kerja lapangan dilaksanakan dengan penempatan di
Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
(PKL) menyusun data bukti pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan dari awal
sampai pertengahan bulan. Disini Penulis mencoba mendeskripsikan apa yang
telah penulis lakukan selama satu bulan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Sekretariat
Daerah Kota Palembang dari 07 Agustus 2023 sampai dengan 07 September 2023.
Waktu Praktik Kerja harian disesuaikan dengan jam kerja yang ada pada
Sekretariat Daerah Kota Palembang yaitu dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga
Pukul 16.00 WIB. Selama Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, maka
tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan merupakan kebijakan dari
prosedur pada Sekretariat Daerah Kota Palembang bagian perencanaan dan

keuangan yang bertugas menginput data bukti pemungutan PPh.
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Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Harian PKL pada Sekretariat Daerah Kota Palembang

Tanggal/Hari Jam Kerja Kegiatan
07-11/08/2023 07.30 - 16.00 WIB | 1. Pemberian pengarahan
(Minggu Pertama) (' Senin — Kamis ) oleh pembimbing

07.30 -16.30 WIB lapangan
(Jumat) 2. Perkenalan dengan
pegawai bagian
perencanaan dan
keuangan
3. Membantu memeriksa
berkas data pegawai
4. Membantu membuat
surat masuk
14—-18/08 /2023 07.30 - 16.00 WIB | 1. Melaksanakan Apel pagi
(Minggu Kedua) (Senin—Kamis) |2, Mencetak dan menyusun
07.30-16.30 WIB surat ganti uang
(Jumat) 3. Mengantarkan surat ke
bagian umum
21 —25/08/2023 | 07.30—-16.00 WIB |1. Melaksanakan Apel pagi
(Minggu Ketiga) (Senin—Kamis) |2, Kegiatan Lomba
memperingati HUT KE
78 R1
07.30 -16.30 WIB
( Jumat )
28 —01/09/2023 07.30-16.00 WIB |1. Melaksanakan apel pagi,
(Minggu Keempat) (Senin—Kamis) |2, Membantu membuat
surat pesenan barang
07.30-16.30 WIB |3 Membantu mengentry
(Jumat ) data keuangan
menggunakan website
SIPD
4. Konsultasi data
perpajakan
04 — 07/09/2023 | 07.30—16.00 WIB |1. Konsultasi data pajak
(Minggu Kelima) (' Senin — Kamis ) Pph 22
2. Mencopy data




Tanggal/Hari Jam Kerja Kegiatan
07.30 -16.30 WIB perpajakan
(Jumat ) 3. Melakukan Wawancara

bersama pegawai sub
bagian keuangan
Perpisahan dan pamitan
dengan semua staf
bagian perencanaan dan
keuangan

Sumber : data diolah, 2023

3.1.1 Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

14

Penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan

pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, banyak kegiatan yang dilakukan oleh

penulis yaitu ditugaskan untuk membantu mencetak surat pesanan barang,

menyusun surat-surat bukti potongan pajak, mengeprint kwitansi tagihan barang,

dan perhitungan perpajakan PPh 22.

Pajak Penghasilan 22 merupakan suatu bentuk pemotongan atau

pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan

dengan kegiatan perdagangan seperti pembelian dan penjualan barang.
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Adaptive Responsive Dynamic Lead the Digital Transformation Making Impact
Innovative Accountable

Sumber: Bagian Keuangan

Gambar 3.1 Tampilan Dashboard Website SIPD ( Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah )

Pada gambar 3.1 penulis melakukan kegiatan penginputan data pada
website SIPD ( Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ). Website SIPD ini
merupakan Sistem yang di buat oleh Kementrian Dalam Negeri untuk pemerintah
daerah. Sebelum menggunakan website SIPD Pemerintah Daerah Kota Palembang
menggunakan aplikasi SIMDA ( Sistem Informasi Manajemen Daerah ). Website
SIPD ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan secara umum sebagai
berikut :

A. Kelebihan Website SIPD
1. Sistem ini sudah memudahkan pegawai dalam mengentry data sesuai
standar yang berlaku.
2. Sistem ini sudah dibuat lebih canggih dan memudahkan pegawai pada

saat terjadi selisih angka.
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B. Kekurangan Website SIPD
1. Karena berbasis website sehingga sering terjadi error yang di sebabkan
terlalu banyak daerah yang mengakses website tersebut secara bersamaan.
2. Pada saat penginputan data harus lebih detail dan terinci dan jika terjadi

kesalahan pada saat mengentry kode rekening harus melapor kepusat.

..........................

............

Sumber: Bagian Keuangan

Gambar 3.2 Kegiatan pengiputan data pada website SIPD
Pada gambar 3.2 penulis melakukan kegiatan penginputan pembelanjaan
barang ATK yang telah dihitung pajaknya oleh pegawai keuangan pada website
SIPD. Selain itu penulis juga melakukan pembuatan surat pesanan barang ATK,
mencatat surat keluar masuk, memfotocopy dokumen pajak, dan melakukan

transaksi pembayaran pajak.
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3.1.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat kepada negara yang

kemudian dari pungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah demi

kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber penyumbang

terbesar bagi penerimaan negara (Mochsen dkk., 2021)

3.1.3 Fungsi Pajak

1.

Menurut (Mardiasmo, 2019) terdapat beberapa fungsi pajak yaitu :
Fungsi Anggaran ( Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
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Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi tiga
macam cara menurut (Rusdiono, 2021)
1. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan yang membebankan
penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan
secara mandiri. Berarti, wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan,
pembayaran, serta pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan
sistem administrasi online resmi dari pemerintah.

Contoh sistem pemungutan pajak dari self assessment system, yakni jenis
pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan yang telah berlaku sejak masa reformasi
yaitu 1983 hingga saat ini yang berlaku untuk jenis pajak pusat. Sementara itu
melalui sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari kegiatan
perpajakan dari wajib pajak.

Akan tetapi, dengan adanya kemudahan dan keleluasaan bagi para wajib
pajak, beberapa konsekuensi dapat terjadi dalam self assessment system. Hal ini

karena segala perhitungan hingga pelaporan dilakukan oleh wajib pajak, maka
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wajib pajak pun berusaha untuk melakukan penyetoran sekecil mungkin. Bahkan,
ada pula laporan palsu atas kekayaan yang dapat terjadi.

Agar lebih jelas, berikut ciri-ciri self assessment system:

a. Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang.

b. Wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak,
mulai dari perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan.

c. Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ketika
wajib pajak telat melapor, telat membayar utang, maupun terdapat
kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak.

2. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang
membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun
aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dengan sistem official assessment,
wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus
mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak yang satu
ini yakni dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) maupun jenis pajak
daerah lainnya.

Hal tersebut karena ketika membayar PBB, KPP menjadi pihak yang
menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisikan besaran PBB terutang di setiap
tahun. Dengan demikian, wajib pajak tak perlu lagi melakukan perhitungan pajak
terutang. Wajib pajak hanya perlu melunasi PBB dengan jumlah yang sesuai

dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP
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tempat objek pajak terdaftar. Penerapan sistem ini pun ditujukan kepada wajib
pajak yang dinilai belum mampu diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung
dan menetapkan besaran pajak. Sistem pun akan berhasil jika petugas memenuhi
ketentuan standar dan kebutuhan secara kualitas, kuantitas, serta integritas.

Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak official assessment:

a. Petugas pajak yang menghitung dan memungut besaran pajak terutang.

b. Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak.

c. Pajak terutang besarannya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan

oleh petugas pajak.

d. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran pajak yang

perlu dibayarkan.
3. Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas
kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak
ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang
bersangkutan.

Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni
pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan
begitu, karyawan tak perlu ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk melakukan
pembayaran atas potongan pajak tersebut.

Sementara itu, jenis pajak yang menggunakan sistem ini yakni PPh Pasal 21,

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan PPN.
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3.1.4 Pajak Penghasilan 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan
dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk
bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
dan lembaga negara lainnya, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, termasuk juga dalam pengertian bahwa bendahara adalah berkewajiban
sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama.
Sebagai pemungut pajak adalah Direktorat Jendral Perbendaharaan, Bendahara
Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, yang
melakukan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang merupakan objek
pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah (Mapanawang dkk.,

2018)

3.1.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan 22
Tarif pemotongan pajak penghasilan 22 terbagi menjadi beberapa jenis
sebagai berikut: (Handayani, 2023)
Tarif PPh 22 atas impor dibagi menjadi tiga, yakni pelaku usaha yang
menggunakan angka pengenal importir (API), non-API, dan yang tidak dikuasai.
Detailnya, tarif yang dikenakan untuk kegiatan impor ini adalah sebagai berikut:
a. Menggunakan API = 2,5% x nilai impor.

b. Non-API = 7,5% x nilai impor.
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c. Yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

2. Tarif PPh 22 atas pembelian dilakukan oleh pemerintah yakni DJPB, Bendahara
Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Tarif PPh
Pasal 22 yang dikenakan terhadap kegiatan pembelian yang dilakukan tiga jenis
institusi ini adalah 1,5% x harga pembelian (tak termasuk dan tidak final).

3. Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi yang ditentukan atas dasar pengenaan
pajak (DPP) dan bersifat tidak final. Tarif yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dibagi untuk beberapa produk, antara lain:

a. Semen = 0,25% x DPP PPN

b. Kertas = 0,1% x DPP PPN

C. Automotif = 0,45% x DPP PPN

d. Baja=0,3% x DPP PPN

e. Semua jenis obat: 0,3% dari DPP PPN

4. Tarif PPh Pasal 22 atas hasil produksi atau penyerahan barang oleh
produsen/importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dengan rincian:

a. Sebesar 0,25 persen dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan
kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang
dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina;

b.  Sejumlah 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan
kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar
minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan

Pertamina;
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Senilai 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan
kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina
atau anak usaha Pertamina;

Sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas;
dan

Senilai 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas

5. Tarif PPh Pasal 22 atas impor komoditas seperti gandum, kedelai, dan tepung

terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.

6. Tarif PPh 22 atas pembelian bahan untuk industri sebesar 0,25% dari harga

pembelian tidak termasuk PPN. Tarif ini berlaku atas pembelian bahan-bahan

untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya

pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan

yang belum melalui proses industri manufaktur.

7. Tarif PPh atas penjualan beberapa produk tertentu (barang mewah), dikenakan

tarif sebesar 5 persen dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM). Produk-

produk tertentu yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

a.

b.

Pesawat udara seharga lebih dari Rp 20 miliar
Kapal pesiar serta sejenisnya seharga lebih dari Rp 10 miliar
Rumah dan tanahnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari Rp 10

miliar dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi (m2).
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d.  Apartemen, kondominium, serta sejenisnya seharga atau pengalihan
harganya lebih dari Rp 10 miliar dan/atau luas bangunan lebih dari 400
m2.

e.  Kendaraan roda empat dengan pengangkutan kurang dari sepuluh orang
berupa seharga lebih dari Rp 5 miliar. Selain itu, juga kapasitas silinder

lebih dari 3.000 cc.

3.1.6 Perhitungan Pajak Penghasilan 22
a. Tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan
22 pada Sekretariat Daerah Kota Palembang
Tarif pajak yang digunakan yaitu 1,5% untuk pembelian Tarif PPh
22 atas pembelian dilakukan oleh pemerintah yakni Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB), Bendahara Pemerintah, dan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah (BUMN/BUMD).
b. Rumus dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 22 pada
Sekretariat Daerah Kota Palembang
Adapun Rumus yang digunakan dalam perhitungan pajak
penghasilan 22 atas pembelian barang ATK pada Sekretariat Daerah

Kota Palembang:

Pajak Penghasilan 22 = Nilai Kwitansi Pembayaran % 1,5% X %
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Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan 22 Atas pembelian barang ATK pada

Sekretariat Daerah Kota Palembang :

D M 1 . | ) F) ;
5 B - % o een oo W o
R =M (1] ¢Z27101% ¢z
WV £ s J “d 4 4 d - -~ ddd od 9 wd
KONTRAKTOR — SUPPLIER — GENERAL - TRADING
Nomor : 065 /v fpe (2071 Palembang.b3 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Bagian perencanaan dan Keuangan
Setda Kota Palembang

Di
Palembang
NOTA

No Nama Barang [ Jumiah Barage | Harga | Total Harga
|1 [1siNecis 5 + | 100000 | 500.000
2 | Penjepit Kertas | 2 200.000
Pensil 1 ~500.000 _

4| Pulpen [ 1s |"30.000 450.000

5 | Staples | box | 500.000 | 500000
i 2150.000°

Terbilang: (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rapiah)

*(Harga Sudah termasuk PPN)

Hormat Kami,

CV. PUTRI PERMATA

P

ANDI NADIAH NOVITA
EKT

Sumber: Bagian Keuangan

Gambar 3.3 Bentuk Nota Pesanan Barang



26

KWITANSI
SUDAH TERIMADARI = PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BANYAKNYA UANG Dua Juts Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah.
UNTUK PEMBAYARAN Atas Pekerjaan Belanja ATK Keg. Penyusunan Renstra Bulan
Maret 2023 Bagian Perencanaan Dan Kevangan Sekretariat Dacrah
Kota Palembang Tahun Anggaran 2023 Berkas Terlampir,Dengan
Kode Rehening
- - v 4.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024
[Rp.2.150.000,
Setuju Dibayar Lunas Dbayar  Palembang 07 Maret 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Bendahara Pengeluaran CV. PUTRI FERMATA
Kegiatan Pembantu
| s
RM, Farid Saleh, SE, MM ani na, AMd Andi Nadiah Novita
NIF. 198308112009031001 | NIP. 198701092010012015 Direktur
Mengetahui,
Kepala Ragian Pe: dan Keuangan
iat Dac ¥

Etty Rossini, SE, MM
NIP. 197004072009022001

Sumber: Bagian Keuangan

Gambar 3.4 Bentuk Kuitansi Pembayaran
Berdasarkan gambar 3.4 terjadi transaksi pembayaran belanja barang pada
CV Putri Permata untuk keperluan Alat Tulis Kantor pada Sekretariat Daerah
Kota Palembang sesuai dengan nota pesanan barang No:005/NT/PP/2023 Tanggal
03 Maret 2023 dengan jumlah pengeluaran uang sebesar Rp2.150.000,-. Maka
perhitungan Pajak Penghasilan 22 Atas pembelian barang ATK pada Sekretariat

Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

Nilai Kuitansi Pembayaran X 100/ 111 X 1,5%
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=Rp 2.150.000 X 100/ 111 X 1,5%

=Rp 1.936.937 X 1,5%

= Rp 29.055

Keterangan:

- Nilai Kuitansi Pembayaran merupakan nilai yang terdapat pada kontrak
yang telah dibuat oleh secretariat bagian keuangan..

- Nilai 1,5% merupakan tarif pajak yang digunakan pada Sekretariat Daerah
Kota Palembang dalam menghitung Pajak Penghasilan 22 Atas pembelian
barang ATK..

- Nilai 100/111 merupakan rumus perhitungan yang telah ditentukan sebagai
dasar perhitungan Pajak Penghasilan 22.

Pajak Penghasilan 22 Atas pembelian barang ATK pada Sekretariat Daerah

Kota Palembang kepada CV. Putri Permata sebesar Rp 29.055,-
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Sumber: Bagian Keuangan

Gambar 3.5 Bukti Pembelanjaan ATK

Pada gambar 3.5 merupakan bukti pembelanjaan ATK yang merupakan
dokumentasi yang berkaitan dengan penerimaan barang yang telah di pesan oleh
konsumen dari supplier, agar mencegah terjadinya selisih dalam perhitungan
pembelian.
3.2 Kendala yang Dihadapi

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis memiliki sedikit
kendala yang terjadi pada bagian keuangan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan pada aplikasi penginputan data yang awalnya
menggunakan aplikasi SIMDA ( Sistem Informasi Manajemen Daerah ) dan
berganti menggunakan website SIPD ( Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah ) membuat para pegawai harus beradaptasi kembali dengan website
tersebut. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih lama di karenakan ada
beberapa fitur pada website tersebut berbeda.

2. Dalam melakukan penginputan data pada website SIPD (Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah) pernah terjadi telat penginputan data pembayaran
rincian pembelanjaan dikarenakan website SIPD tidak bisa diakses (error).
Kejadian ini disebabkan karena terlalu banyak yang mengakses website

tersebut dalam waktu yang bersamaan.
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3.3 Cara Mengatasi Kendala
Adapun cara dalam mengatasi masalah yang ditemukan oleh penulis saat
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut :

1. Pegawai bagian sub keuangan yang melakukan penginputan data harus lebih
teliti dan detail sesuai dengan standar ketentuan yang ada pada website
SIPD tersebut.

2. Pegawai bagian sub keuangan yang bertugas melakukan penginputan data
harus lebih awal dalam melakukan tugasnya sehingga meminimalisir

terjadinya error pada website SIPD tersebut.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan
selama satu bulan di Sekretariat Daerah Kota Palembang sehingga dapat
disimpulkan bahwa perhitungan dan pencatatan PPh 22 telah menggunakan
Microsoft Excel dan website SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang
sebelumnya menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
serta adanya bukti pemotongan pajak sebesar 1,5% yang telah dilakukan dengan
baik oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang. Namun masih ada kendala pada
perubahan website yang mengakibatkan harus ada penyesuaian kembali dan
sering terjadi error pada website tersebut. Kemudian pada bagian perencanaan dan
keuangan semua sistem perhitungan hingga pembayaran sudah menggunakan
Microsoft Excel dan Website SIPD. Sehingga tidak lagi dilakukan perhitungan

secara manual melainkan langsung menggunakan Website yang disediakan.
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4.2 Saran

Berdasarkan dari pengalaman penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan di Sekretariat Daerah Kota Palembang, maka penulis memiliki saran
yang kiranya dapat membantu perusahaan yaitu pegawai bagian perencanaan dan
keuangan yang melakukan penginputan data harus lebih teliti dan detail sesuai
dengan standar ketentuan yang ada pada website SIPD tersebut dan pegawai
bagian perencanaan dan keuangan yang bertugas melakukan penginputan data
harus lebih awal dalam melakukan tugasnya sehingga meminimalisir terjadinya

error pada website SIPD tersebut.
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Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Aulia Rahman
Nomor Pokok Mahasiswa : 041210015

Semester 23

1IPK 13,78

Program Studi : D3 Akuntansi
No.HP/WhatsApp : 0895-3162-5566

Mengajukan PKL pada perusahaan/instansi (nama perusahaaw/instansi dan alamat dengan lengkap)
Keargan Sexda Kota Palembang

]‘ Medeka N0 1 /Eﬂan \Qmut kee. Rukit kec:l

Kota Pc\lcmbang, S’umatem glzlatau 20125

‘Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas
perhatian Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Menyetujui, Pemohon,
Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa

-

(Dr. Febrianty, S.E., M.Si.)
e ogirery 110 ( Ahmad Aulm Rahman)
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Mengetahui,
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(Adelin, S.T.,'M.Kom.)
NIP.13.PCT.07



SURAT PERNYATAAN
UJIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama + Ahmad Aulia Rahman

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 04 November 2002

Prodi : D3 Akuntansi

NPM 1 041210015

Semester + 5 (lima)

No.Telp/Hp 1 0895-3162-5566

Alamat : Perum. Kesuma Sukamoro Indah A9 RT 007 RW 002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Laporan PKL ini saya buat dengan sebenarnya dan berdasarkan sumber yang
benar.
Objek tempat saya melaksanakan PKL berbentuk CV/PT/Pemerintahan/SMA
Sederajat dan dinyatakan masih aktif beroperasional hingga saat ini

)

Data perusahaan dalam laporan PKL ini benar adanya dan bersifat valid.

Laporan ini bukan merupakan hasil plagiat/menjiplak karya ilmiah orang lain

“wosow

Laporan ini merupakan hasil kerja saya sendiri (bukan buatan/ dibuatkan orang
lain)

6. Buku referensi yang saya gunakan untuk Lap.PKL ini merupakan buku yang terbit
dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

Demikian pemyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun
dan apzbila dikemudian hari temyata saya kedapatan telah melanggar salah satudari pernyataan
saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi skorsing, DO (Drop Out), hingga Penghapusan
gelar akademik yang saya perolch dari Perguruan Tinggi ini.

Palembang, 04 Desember 2023

Yang menyatakan,

Allad Aulia Rahman






FORMULIR PENGAJUAN JUDUL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

BAAK-PSB-013 INSTITUSI L INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
FM-IPCT-BAAK-PSB- :
PROGRAM STUDI .2 Alntangi ... |

Palembang, ?f”,A:)KtUJ y U

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
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Nomor Pokok Mahasiswa : ..‘QIH 7
Semester :

IPK

Program Swudi
No.HP/WhatsApp

Dosen Pembimbing PKL

Mengajukan PKL judul Laporan Praktik Kerja Lapangan :

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Ata i
Bapak/Tbu disampaikan terima kasih. PR R e

Menyetujui,
Dosen Pembimbing PKL ifan}lxgls]? o
-
7 ) LAhmaA Aulia Lahman
NIDN : 6214040203 NPM: 041 (009 .

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 S/AK/DKV



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

i i 31
Jalan Merdeka No. 1 Bukit Kecil, Palembang, Sum_atgra Selatan, Kode Pos 301
Telepon: (0711) 352695, 312577, Faksimile: (0711) 37238_4
Laman: www.palembang.qgo.id., Pos-el: info@palembang.go.id.,

Palembang, 3:Juli 2023

Nomor 1423.49 /ool?46 /lx /r_ou
: Bi

Sifat iasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Praktik Kerja Lapangan
Yth. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Palcomtech Palembang
di-

JI. Jend. Basuki Rachmat No.5, 20 llir D II, Kec. llir Tim. 1,
Kota Palembang

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 070/1944/BAN.KBP/2023
Perihal : Izin Praktik Kerja Lapangan dengan ini disampaikan bahwa nama-
nama mahasiswa yang tercantum dibawah ini :

No. Nama Program Studi
Nadya Aqgla Syagilla Akuntansi
2. | Ahmad Aulia Rahman Akuntansi

Dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, mulai
tanggal 07 Agustus s.d 07 September 2023. Dengan catatan yang
bersangkutan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkaﬁ terima kasih.

Pit. Asisten Administrasi Umum,

~H. Alex Ferdinandus, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196802291990091001
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711)352695 / 312577 Faximile (0711)372384 Kode pos 30131
Email : Info.a Palembang vo.id, Website: www Palembang. go.1d

FORMULIR PENILAIAN KERJA MAHASISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama Mahasiswa : Ahmad Aulia Rahman
NPM 1041210015
Program Studi : D3 Akuntansi

Telah menyelesaikan kegiatan magang di instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek,
baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan magang, maka kami memutuskan bahwa yang
bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No | Unsur yang dinilai *Nilai

1 | Penggunaan teknologi informasi 96

2 | Keterampilan dalam kerja 95

3 | Kedisiplinan g6

4 | Integritas (etika dan moral) 96

5 | Kemampuan menyerap hal baru 9

6 | Inovasi dan kreativitas 9%

7 | Kemampuan memberikan solusi 94 I
8 | Kemampuan bekerja sama 95

9 | Kemampuan komunikasi 96

10 ' Keahlian berdasarkan bidang ilmu 9%
Jumlah 994
Rata-Rata 99,4

*Nilai 0 sampai 100

Palembang,.

07 - September - 1003

Pembimbing Lapangan

-

~

&

(RM. Farid Saleh, S.E., M.M)
NIP. 198308112009031001

Catatan: dicetak diatas kop Surat perusahaan/instansi PKL
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PRAKTIK KERJA LAPANGANAN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

s PALCOMTECH
albom

Kode Formulir
FM-IPCT-BAAK-PSB-025

Institusi  INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Hasil Penilaian Bimbingan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa
Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

:ngan ini saya menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

ma : Ahmad Aulia Rahman

mor Pokok Mahasiswa : 041210015

rgram Studi : D3 AKUNTANSI

mester $5

ful PKL : LAPORAN KEGIATAN PERHITUNGAN PPH PASAL 22 PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

‘lah menyelesaikan bimbingan Praktik Kerja Lapangan, dengan hasil sebagai berikut:

\o Kriteria Penilaian Skor Maksimal Skor
1 Kehadiran bimbingan 15 i
2 Keaktifan dalam bimbingan 25 21
3 Kemampuan belajar dan mengikuti arahan 30 r
< Laporan 30 30
Jumlah 100 9

Azhasiswa dapat di rekomendasikan mengikuti vjian apabilan nilai lebih besar sama

ngan 60Rekomendasi Pembimbing:
Direkomendasikan
Tidzk direkomendasikan

Palembang, 23 November 2023
Dosen Pembimbing PKL

( Eka Prasetya Adhy S
NIDN. 0224048203

g

ara, S.T., M.Kom )
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8 16 Agustus 2023 Rabu Menyetorkan uang ke bank Sumsel Babel ¢

2. 118 Agastus 2023 Jumat Kegiatan [.ombamemperingati HUT KE 78 RI /]6

10 B Agastus 2023 Senin Kegiatan Lombamemperingati HUT KE 78 RI f«

11 0 Aewaus 2003 Selasa Menvusunberkas SPML %
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24 |

25 |
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—
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R.M. Farid Saleh, S.E., M.M
NIP 198308112009031001
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Palembang, 23 November 2023
Dosen lehlhlng PKL
( Eka Prasctya Adby Sugafa, S.T., M.Kom )

NIDN. 0224048203
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REVISI UJIAN PKL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
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FM-IPCT-BAAK-PSB-026

Institusi + INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Hasil Ujian PKL

Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

: Ahmad Aulia Rahman
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Nomor Pokok Mahasiswa 1041210015
Program Studi : Akuntansi Program Diploma Tiga
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Ujian ke- : I (Satu)
Tanggal Pelaksanaan : 14 Desember 2023
Judul PKL : Laporan Kegiatan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada
Sekretariat Daerah Kota Palembang Bagian Perencanaan dan Keuangan
PELAKSANAAN KOREKSI
No Uraian Perbaikan Nama Penguji Paraf

1 |Llatar belarang

4 |Manfoat -

2 Kf&imyqran dari Lpporan picL
3 |Pecentag dibvat pomr penting EAIG.

Dini Hp- m 1%_2-3

Palembang, 14 Desember 2023

Pembimbing,

fa wh~ J

(Tanda tangan &’nama jelas)




HALAMAN LAMPIRAN
Link dan Screenshoot Video Praktik Kerja Lapangan
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